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ABSTRAK 

 

 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN 

TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN  

OLEH AYAH KANDUNG  

(Studi Putusan Nomor:/Pid./2015/PT TJK.) 

 

Oleh 

ALFIN RAHMANDA 

 

Anak yang belum dewasa secara mental dan fisik harus dilindungi, tetapi pada 

kenyataannya anak justru menjadi korban pencabulan oleh ayah kandungnya. Setiap 

anak yang menjadi korban pencabulan memperoleh perlindungan hukum 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  Jo. Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Permasalahan dalam 

penelitian ini adalah:  Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban 

tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandung dalam Putusan 

Nomor: 59/Pid./2015/PT TJK dan apakah faktor-faktor penghambat perlindungan 

hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah 

kandung dalam Putusan Nomor: 59/Pid./2015/PT TJK? 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis 

empiris. Narasumber terdiri dari Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, 

Penyidik Unit PPA Kepolisian Daerah Lampung, Staf  Kantor Pelayanan dan 

Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung dan akademisi Bagian Hukum 

Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka 

dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan: Perlindungan hukum terhadap anak sebagai 

korban kejahatan pencabulan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak 

adalah dengan memberikan perlindungan hukum, perlindungan medis dan 

perlindungan psikologis. Perlindungan secara medis dilakukan untuk memulihkan 

kondisi fisik anak yang mungkin mengalami kerugian fisik (luka-luka, memar, lecet 

dan sebagainya) sebagai akibat dari pencabulan yang dialaminya. Perlindungan 

medis ini diberikan sampai anak korban kejahatan pencabulan tersebut benar-benar 

sembuh secara fisik. Perlindungan psikologis diberikan dengan melakukan 

pendampingan kepada anak korban kejahatan pencabulan, yaitu dengan 

melaksanakan terapi kejiwaan atas trauma yang mereka alami akibat pencabulan 

untuk mengantisipasi dampak jangka panjang bagi stabilnya perkembangan jiwa 

anak korban kejahatan pencabulan. Faktor-faktor penghambat perlindungan hukum 

terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan faktor aparat penegak 

hukum, yaitu masih belum optimalnya kuantitas penyidik dan minimnya sosialisasi 

Undang-Undang Perlindungan Anak. Faktor masyarakat sebagai faktor yang 

dominan, yaitu adanya keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses 

penegakan hukum serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perlindungan  



 

 

Alfin Rahmanda 
 

hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan. Faktor budaya, yaitu 

adanya budaya individualisme dalam kehidupan masyarakat, sehingga mereka 

bersikap acuh tidak acuh dan tidak memperdulikan adanya tindak pidana 

pencabulan terhadap anak. 

 

Saran dalam penelitian ini adalah agar perlindungan hukum terhadap anak yang 

menjadi korban perkosaaan dioptimalkan oleh aparat penegak hukum dan instansi 

terkait dengan memberikan perlindungan secara medis dan secara psikologis 

terhadap anak korban kejahatan perkosaaan. Hendaknya pidana yang dijatuhkan 

secara maksimal sesuai ancaman dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam 

rangka memberikan efek jera dan meminimalisasi terjadinya kejahatan pencabulan 

terhadap anak di masa-masa yang akan datang. 

 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum,  Pencabulan Anak, Ayah Kandung 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang  

 

 

Anak pada dasarnya merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 

dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak 

merupakan potensi masa depan dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan 

bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang 

menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak 

yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dicukupi, 

pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar adanya suatu 

kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar 

kelak anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan 

sebagai penerus bangsa. Pada kenyataannya anak justru mendapatkan perlakuan 

yang tidak menyenangkan dari orang dewasa dan dijadikan sebagai objek tindak 

pidana.
1
 

 

Anak yang menjadi korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari, yang 

menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan 

terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh 

orang-orang di sekitarnya, di ruang-ruang publik, bahkan dirumahnya sendiri. 

Kekerasan terhadap anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya 

                                                 
1
Gadis Arivia. Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak. Ford Foundation. Jakarta.  

 2005.hlm.4.  
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diharapkan dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah 

kasus-kasus kekerasan terhadap anak selama ini dianggap sebagai masalah yang 

wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan yang sering terjadi 

tindak kekerasan pada anak disertai dengan tindak pidana pencabulan pada anak.
2
 

 

Pencabulan merupakan tindakan pelanggaran hukum, pelanggaran moral, susila 

dan agama. Pencabulan yang dilakukan oleh seorang pelaku terhadap anak yang 

masih di bawah umur, dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap 

korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh pada 

perkembangan diri korban ketika dewasa nanti.
 3

 

 

Upaya perlindungan hukum kepada Anak pada dasarnya telah diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 287 KUHP yang 

mengatur:  

(1) Barangsiapa bersetubuh dengan sorang wanita yang bukan istrinya, 

padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur 

wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumya tidak jelas, bahwa 

belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara 

paling lama sembilan tahun.  

(2) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita 

itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal seperti 

tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294.  

 

 

Perkembangan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana 

pencabulan selanjutnya diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan 

Anak. Latar belakang pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah 

masih sering terjadinya berbagai bentuk perilaku orang dewasa yang melanggar 

                                                 
2
Primautama Dyah Savitri. Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Penerbit Yayasan  

 Obor. Jakarta. 2006. hlm.11 
3
Gadis Arivia. Op cit. hlm.5.  
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hak-hak anak di Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu 

Undang-Undang Perlindungan Anak diberlakukan dalam rangka pemenuhan hak-

hak anak dalam bentuk perlindungan hukum yang meliputi hak atas kelangsungan 

hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan dan hak untuk berpartisipasi 

dalam kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi. Setiap anak yang menjadi 

korban tindak pidana pencabulan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan 

hukum secara pasti sesuai dengan Hak Asasi Manusia.  

 

Perkembangan selanjutnya adalah pemerintah dalam rangka memberikan 

perlindungan terhadap anak, telah memberlakukan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan ini 

diberlakukan dalam guna memberikan perlindungan secara komprehensif atau 

menyeluruh terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana. 

 

Hukum pada dasarnya merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang 

digunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam melangsungkan 

antar hubungan dan antar kegiatan dengan sesama manusia lainnya dalam 

pergaulan hidup bermasyarakat. Hukum juga dapat dilukiskan sebagai jaringan 

nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan pribadi di satu pihak dan nilai-nilai 

ketertiban sebagai kepentingan antar pribadi di pihak lain. Arti penting 

perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat antara lain adalah untuk 

menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khusus, 
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dan menghindarkan manusia dari kekacauan di dalam segala aspek kehidupannya. 

Hukum diperlukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan.
4
  

 

Upaya perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban tindak pidana 

pencabulan dikoordinasikan dan tingkatkan dalam bentuk kerjasama secara lokal, 

nasional, regional dan internasional, dengan strategi antara lain dengan 

mengembangkan koordinasi yang berkesinambungan di antara stake holder dalam 

penghapusan kekerasan seksual kepada anak. Pencegahan tindak pidana 

pencabulan dapat ditempuh dengan strategi mengutamakan hak anak dalam semua 

kebijakan dan program pemerintah dan masyarakat, memberdayakan anak sebagai 

subyek dari hak-haknya dalam menentang pencabulan, serta menyediakan akses 

pelayanan dasar bagi anak di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan 

sosial. 

 

Upaya memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban tindak 

pidana pencabulan dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem dan 

mekanisme perlindungan hukum dan sosial bagi bagi anak yang beresiko atau 

menjad korban tindak pidana pencabulan. Selain itu sangat penting pula dilakukan 

upaya pemulihan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan. Caranya antara 

lain dengan mengutamakan pendekatan yang baik kepada anak yang menjadi 

korban tindak pidana pencabulan dalam keseluruhan prosedur perundangan, 

memberi pelayanan medis, psikologis terhadap anak dan keluarganya, mengingat 

anak yang menjadi korban biasanya mengalami trauma yang akan berpotensi 

mengganggu perkembangan kejiwaan mereka. Selain itu, pada saat ini sedang 

                                                 
4
 Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan  

 Hukum dalam Batas-Batas Toleransi. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1994.  

 hlm. 12-13 
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dikembangkan program pembangunan kota layak anak sebagai upaya pemerintah 

dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari kejahatan atau tindak pidana. 

 

Kehidupan bermasyarakat setiap orang tidak dapat terlepas dari berbagai 

hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu 

dengan yang lainya yang dapat di tinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, 

etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari 

kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang 

pada akhirya melahirkan apa yang dinamakan tindak pidana. Terhadap orang yang 

melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian akan diambil tindakan 

berupa ganti kerugian atau denda, bagi pelaku tindak pidana akan dijatuhi sanksi 

berupa hukuman baik penjara, kurungan dan atau denda.  

 

Uraian di atas menunjukkan adanya pembangunan di bidang hukum yang 

merespon kompleksnya fenomena hukum termasuk maraknya kejahatan/ 

kriminalitas yang terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Pemerintah Indonesia melalui badan dan atau 

instansi-instansi beserta aparatur penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, 

Pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan) diharapkan mampu melaksanakan 

upaya penegakan hukum yang nyata dan dapat di pertanggungjawabkan sesuai 

dengan peraturan hukum yang berlaku agar tatanan kehidupan bermasyarakat dan 

berbangsa yang aman dan tertib dapat di capai semaksimal mungkin.  

 

Fenomena yang melatar belakangi penelitian ini adalah aturan hukum tidak selalu 

dijadikan acuan bagi pembelaan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana 

pencabulan. Sementara itu di sisi lain penegak hukum sangat terikat pada asas 
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legalitas, sehingga undang-undang dibaca sebagaimana huruf-huruf itu berbunyi, 

dan sangat sulit memberikan interpretasi yang berbeda bahkan ketika harus 

berhadapan dengan kasus-kasus yang berkaitan erat dengan nilai-nilai 

kemanusiaan dan tidak jarang, kasus-kasus kekerasan terhadap anak terkena 

imbas dari sistem peradilan yang tidak netral, seperti misalnya terkait persoalan 

politik dan uang. Oleh karena itu diharapkan dapat muncul pemikiran-pemikiran 

baru dan terobosan-terobosan yang dapat memberikan perlindungan yang 

memadai bagi para pencari keadilan.  

 

Ketentuan Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tetang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut: 

(1) Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan 

orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 

 

(2)  Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula 

bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan 

dengannya atau dengan orang lain.  

 

Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam putusan Putusan Nomor: 

59/Pid./2015/PT TJK. dihukum 13 tahun penjara, sesuai dengan ancaman pidana 

dalam Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, yaitu 15 tahun penjara. Pidana yang dijatuhkan hakim 

tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap anak, sebab terdakwa yang 

berstatus sebagai ayah kandung korban, seharusnya melindungi korban. Selain itu 

perbuatan terdakwa dilakukan dengan disertai dengan ancaman kekerasan fisik, 
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perbuatan terdakwa dilakukan secara berlanjut dari tahun 2013 – 2014 (dilakukan 

lebih kurang 15 kali), perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami 

penderitaan lahir dan batin dan perbuatan terdakwa mengakibatkan korban hamil. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melaksanakan penelitian dalam Skripsi 

yang berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak 

Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Ayah Kandung 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana 

pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandung dalam Putusan Nomor: 

59/Pid./2015/PT TJK? 

2. Apakah faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban 

tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandung dalam Putusan 

Nomor: 59/Pid./2015/PT TJK? 

 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai 

perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan yang 

dilakukan oleh ayah kandung. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada 

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan waktu penelitian adalah Tahun 2017.  
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana 

pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandung dalam Putusan Nomor: 

59/Pid./2015/PT TJK. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap 

anak korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandung 

dalam Putusan Nomor: 59/Pid./2015/PT TJK 

 

2. Kegunaan Penelitian  

 

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara 

praktis sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu 

hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan putusan terhadap anak yang 

melakukan tindak pidana pencabulan. 

b. Kegunaan Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran 

bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai 

pelaku tindak pidana di masa yang akan datang 
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D. Kerangka Teori dan Konseptual 

 

 

1. Kerangka Teori 

 

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka 

acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, 

khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka 

teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

a. Teori Perlindungan Hukum terhadap Anak 

 

 

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan 

anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi.  

 

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam 

situasi darurat, anak yang melakukan tindak pidana, anak dari kelompok minoritas 

dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak 

yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, 

alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, 

penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak 

yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.  

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang 
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tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan 

yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. 

Rangkaian kegiatan itu harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin 

pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. 

Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak 

sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang 

dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga 

kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.  

 

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari 

janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik 

tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan 

perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:  

1) Nondiskriminasi;  

2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;  

3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;  

4) Penghargaan terhadap pendapat anak.  

 

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak 

adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan 

keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, agar kelak mampu bertanggung 

jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat 
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kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, 

baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan 

untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap 

pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. 

 

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua 

berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak 

asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap 

anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk 

mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam 

berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan 

terhadap hak anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi 

manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak. 

 

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah memberlakukan 

Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mengatur beberapa hal antara lain 

persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok 

minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang 

diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak 

dalam situasi konflik bersenjata, perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan 

prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap 

pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya 

Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu 

Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. 
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b. Teori Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum  

 

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, 

namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut: 

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)  

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan 

kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. 

Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya 

berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang 

kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.  

2) Faktor penegak hukum  

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas 

atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan 

hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa 

kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran 

adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap 

lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, 

terlihat dan diaktualisasikan. 

3) Faktor sarana dan fasilitas  

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan 

hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin 

menjalankan peranan semestinya. 

4) Faktor masyarakat  

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan 

hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat 

maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin 

rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk 

melaksanakan penegakan hukum yang baik.  

5) Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. 

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-

nilai yang menjadi dasar hukum adat. Apabila peraturan-peraturan 

perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan 

masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan 

peraturan hukum.
5
 

 

 

 

                                                 
5
 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta.  

Jakarta. 1986. hlm.8-11 
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Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundangundangan, telah 

diterima sebagai instrumen resmi yang memeproleh aspirasi untuk dikembangkan, 

yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial 

yang kontemporer. Struktur berhubungan dengan institusi dan kelembagaan 

hukum, bagaimana dengan polisinya, hakimnya, jaksa dan pengacaranya. Semua 

itu harus ditata dalam sebuah struktur yang sistemik. Kalau berbicara mengenai 

substansinya maka berbicara tentang bagaimana Undang-undangnya, apakah 

sudah perundang-undangannya. Dalam budaya hukum, pembicaraan difokuskan 

pada upaya-upaya untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat, membentuk 

pemahaman masyarakat memenuhi rasa keadilan, tidak diskriminatif, responsif 

atau tidak. Jadi menata kembali materi peraturan terhadap hukum, dan 

memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
 6

 

 

Substansi hukum bukanlah sesuatu yang mudah direncanakan, bahkan hal ini 

dapat dianggap sebagai perkara yang sulit, namun bukan karena kesulitan itulah 

sehingga substansi hukum perlu direncankan, melainkan substansi hukum juga 

sangat tergantung pada bidang apakah yang hendak diatur. Perlu pula dperhatikan 

perkembangan sosial, ekonomi dan politik, termasuk perkembangan-

perkembangan ditingkat global yang semuanya sulit diprediksi. Sikap politik yang 

paling pantas untuk diambil adalah meletakan atau menggariskan prinsip-prinsip 

pengembangannya. 

 

Faktor penegak hukum dalam hal ini menempati titik sentral, karena undang-

undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilakukan oleh penegak 

                                                 
6
 Ibid. hlm.12 
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hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh 

masyarakat. Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana 

bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan 

mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam 

masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap 

setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum. 

Dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem, 

terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan 

kejahatan yang bersifat multidimensi dan kebijakan kriminal yang telah 

dilaksanakan oleh penegak hukum.
7
 

 

Efektivitas berfungsinya hukum dalam masyarakat, erat kaitannya dengan 

kesadaran hukum dari warga masyarakat itu sendiri. Ide tentang kesadaran warga 

masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis, dimana intinya adalah 

tidak ada hukum yang mengikat warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran 

hukum. Hal tersebut merupakan suatu aspek dari kesadaran hukum, aspek lainnya 

adalah bahwa kesadaran hukum sering kali di kaitkan dengan penataan hukum, 

pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Aspek ini erat kaitannya dengan 

anggapan bahwa hukum itu tumbuh bersama dengan tumbuhnya masyarakat, dan 

menjadi kuat bersamaan dengan kuatnya masyarakat, dan akhirnya berangsur-

angsur lenyap manakala suatu bangsa kehilangan kepribadian nasionalnya
8
 

 

 

 

 

                                                 
7
 Ibid. hlm.12 

8
 Ibid. hlm.13 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779
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budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada 

dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini 

menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga negara terhadap hukum 

dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi 

hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di 

luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. 

Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak 

tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama 

dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda. Aspek kultural melengkapi 

aktualisasi suatu sistem hukum, yang menyangkut dengan nilai-nilai, sikap, pola 

perilaku para warga masyarakat dan faktor nonteknis yang merupakan pengikat 

sistem hukum tersebut. Wibawa hukum melengkapi kehadiran dari faktor-faktor 

non teknis dalam hukum. Wibawa hukum memperlancar bekerjanya hukum 

sehingga perilaku orang menjadi positif terhadap hukum. Wibawa hukum tidak 

hanya berkaitan dengan hal-hal yang rasional, tetapi lebih daripada itu 

mengandung unsur-unsur spiritual, yaitu kepercayaan. Kewibawaan hukum dapat 

dirumuskan sebagai suatu kondisi psikologis masyarakat yang menerima dan 

menghormati hukumnya.  

 

 

2. Konseptual  

 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian.
9
 Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan 

pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

                                                 
9
 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103 



 16 

a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan 

prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima 

sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah
10

  

b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
11

 

c. Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam 

menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara 

tertentu melalui sidang pengadilan
12

 

d. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan 

melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-

undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib 

hukum dan terjaminnya kepentingan umum
13

 

e. Anak adalah adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan
14

 

f. Tindak Pidana menurut Moeljatno dalam buku Nikmah Rosidah adalah 

perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. 

larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu 

bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut
15

 

                                                 
10

 Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hlm. 54 
11

 Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
12

 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif,  Sinar Grafika, 

Jakarta, 2010, hlm.112. 
13

 Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat 

Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25  
14

 Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
15

 Nikmah Rosidah, Asas-Asas Hukum Pidana. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.  2011 

hlm.10. 
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g. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 

kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana
16

. 

h. Tindak pidana pencabulan adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki 

muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak 

disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga 

menimbulkan akibat negatif, seperti: rasa malu, tersinggung, terhina, marah, 

kehilangan harga diri dan kehilangan kesucian
17

 

 

E. Sistematika Penulisan  

 

I  PENDAHULUAN  

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, 

Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, 

Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.  

 

II  TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan 

dengan penyusunan skripsi mengenai pengertian dan batasan usia anak, 

perlindungan hukum terhadap anak, tindak pidana pencabulan dan tinjauan 

umum anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. 

 

III  METODE PENELITIAN  

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan 

Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan 

dan Pengolahan Data serta Analisis Data.  

                                                 
16

 Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan  Korban  
17

 Gadis Arivia. Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak. Ford Foundation.  

Jakarta. 2005.hlm.2.  
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IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Berisi deskripsi dan analisis mengenai perlindungan hukum terhadap anak 

korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandung 

dalam Putusan Nomor: 59/Pid./2015/PT TJK. dan faktor-faktor 

penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana 

pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandung dalam Putusan Nomor: 

59/Pid./2015/PT TJK. 

 

V PENUTUP  

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan 

pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan 

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Pengertian dan Batasan Usia Anak  

 

 

Pengertian dan batasan umur mengenai anak menurut peraturan perundang-

undangan di Indonesia yang mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai 

anak yang antara lain sebagai berikut: 

1.  Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 

Pasal 287 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa usia yang dikategorikan sebagai 

anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun. 

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 

Pasal 1 angka (2) menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai 

batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 

Pasal 1 angka (1) menyatakan anak adalah orang yang dalam perkara anak 

nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 

(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Pasal angka (5) menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia 

di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak  

Pasal 1 angka (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang 

Perlindungan Anak, menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 

18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

 

B. Perlindungan Hukum terhadap Anak 

 

 

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak 

dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang 

Perlindungan Anak).  

 

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam 

situasi darurat, anak yang melakukan tindak pidana, anak dari kelompok minoritas 

dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak 

yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, 

alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, 

penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak 

yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.  

 

Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban 

orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian 

kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak 
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anak. Rangkaian kegiatan itu harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin 

pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. 

Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak 

sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang 

dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga 

kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.  

 

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari 

janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik 

tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, 

Undang-Undang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan 

perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:  

5) Nondiskriminasi;  

6) Kepentingan yang terbaik bagi anak;  

7) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;  

8) Penghargaan terhadap pendapat anak.  

 

Upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, memerlukan peran 

masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, 

lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia 

usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.  

 

Menurut Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak:  

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi 

dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan 

kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. 

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud 

dalam Ayat (1) dilakukan melalui:  
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a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi 

secara ekonomi dan/atau seksual;  

b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan  

c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, 

lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan 

eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.  

(3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh 

melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak 

sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).  

 

 

Hak-hak anak di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, adalah sebagai 

berikut: 

(a) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi (Pasal 4). 

(b) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 

kewarganegaraan (Pasal 5). 

(c) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan 

berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam 

bimbingan orang tua (Pasal 6). 

(d) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan 

diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang 

tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam 

keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai 

anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku [Pasal 7 Ayat (1) dan (2)].  

(e) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial 

sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).  

(f) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat 

dan bakatnya. Khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak 

memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki 

keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus [Pasal 9 Ayat (1) 

dan (2)].  

(g) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, 

mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan 

usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan 

dan kepatutan (Pasal 10). 

(h) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, 

bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi 

sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi 

pengembangan diri (Pasal 11).  
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(i) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, 

bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).  

(j) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain 

mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat 

perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi 

maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, 

ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Setiap orang yang melakukan 

segala bentuk perlakuan itu dikenakan pemberatan hukuman [Pasal 13 

Ayat (1) dan (2)].  

(k) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika 

ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa 

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan 

pertimbangan terakhir (Pasal 14).  

(l) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan 

dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan 

dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung 

unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15). 

(m) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, 

penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak 

berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, 

penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila 

sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai 

upaya terakhir [Pasal 16 Ayat (1), (2) dan (3)].  

(n) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan 

perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang 

dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif 

dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan 

memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak 

memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi 

korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan 

hukum berhak dirahasiakan [Pasal 17 Ayat (1) dan (2)].  

(o) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 

mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).  

 

Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru; 

mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, 

bangsa, dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan 

melaksanakan etika dan akhlak yang mulia (Pasal 19). 
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C. Tindak Pidana Pencabulan 

 

Tindak pidana pencabulan adalah suatu kejahatan dengan cara melampiaskan 

nafsu seksual, yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan 

dengan cara yang melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berlaku.
18

 

Pengertian lain menjelaskan bahwa kesusilaan berarti suatu tindakan atau 

perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap 

seorang perempuan secara tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang 

berlaku.
19

 

 

Tindak pidana pencabulan adalah persetubuhan diluar perkawinan yang dilarang 

yang diancam pidana. Kesusilaan mencakup semua perbuatan yang dilakukan 

untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan 

kesusilaan. Sesuai dengan pengertian ini maka kesusilaan merupakan suatu 

keadaan seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta 

kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan isterinya dan dari 

persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya sperma seorang pria. Jadi 

unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu 

unsur keluarnya sperma, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan 

perbutannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan sperma 

maka tidak dapat dikategorikan sebagai kesusilaan.
 20

 

 

Asumsi yang tak sependapat dalam hal mendefinisikan kesusilaan tidak 

memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya sperma, yaitu 

                                                 
18
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20
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perkosaan sebagai perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan 

perkawinan dengan dirinya.
21

 Pengertian ini menunjukkan bahwa dengan adanya 

kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara dibunuh, dilukai, ataupun 

dirampas hak asasinya yang lain merupakan suatu bagian untuk mempermudah 

dilakukannya suatu persetubuhan. 

 

Perkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain 

sebagai berikut: 

a. Korban tindak pidana pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur 

(objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita. 

b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak 

ada persetujuan pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku. 

c. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai 

dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita 

tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang 

dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan 

fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini 

tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan 

terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.
22

 

 

Perumusan di atas menunjukan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai 

objek dari suatu kekerasan seksual (kesusilaan) karena perempuan identik dengan 

lemah, dan laki laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya sangat kuat yang 
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dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun yang mereka 

kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerkasan.  

 

Ancaman kekerasan mempunyai aspek yang penting dalam kesusilaan yang antara 

lain sebagai berikut: 

(1) Aspek obyektif, ialah (a) wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa 

perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan 

pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan 

secara sempurna; dan (b) menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi 

tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subyektif 

yang diobjektifkan).  

(2) Aspek subyektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima 

kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak 

dipenuhi yang in casu bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-

benar akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam 

ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, 

tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan 

terhadap dirinya.
23

 

 

Kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut mencerminkan kekuatan fisik laki-laki 

sebagai pelaku merupakan suatu faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan 

perempuan sebagai korban, sehingga laki-laki menampilkan kekuatan yang 

bercorak represif yang menempatkan perempuan sebagai korban atas tindak 

pidana yang dilakukannya.  

 

Kesusilaan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam 

Pasal 285 KUHP, yang mengatur bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh 

dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling 

lama dua belas tahun.  
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Beberapa unsur dalam kesusilaan sebagaimana diatur dalam pasal di atas adalah 

sebagai berikut: 

1) “Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan. 

2) “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan 

kekuatan badan, dalam Pasal 289 KUHP disamakan dengan menggunakan 

kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. 

3) “Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” 

yang artinya seorang wanita yang bukannya istrinya mendapatkan 

pemaksaan bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki. 

 

 

Kesusilaan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh 

dengan Anak diatur juga dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada Pasal 

81 Ayat (1) dan (2) yang mengatur: 

a. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan 

orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 

b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula bagi 

setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 

kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya 

atau dengan orang lain.  

 

Beberapa unsur dalam kesusilaan sebagaimana diatur dalam pasal di atas adalah 

sebagai berikut: 

a. Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku. 

b. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan (dolus). 

c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya 

diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. 

Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, 

yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh 

dengan seorang anak (korban). 

d. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan 

dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut 

dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya 

untuk menyetubuhi korbannya.
 24
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D. Tinjauan Umum Anak sebagai Korban Kejahatan  

 

Korban mengandung pengertian sebagai orang yang menderita akibat suatu 

kejadian; kecelakaan (hawa nafsu dan sebagainya) sendiri atau orang lain.
25

 

Menurut Arief Gosita, korban adalah Mereka yang menderita jasmaniah dan 

rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri 

dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang 

menderita, lebih lanjut menurut beliau disini adalah individu atau kelompok 

swasta maupun pemerintah.
26

 

 

Korban yang dimaksud adalah:  

1) Orang perorangan atau korban individual (victimisasi primair) 

2) Korban yang bukan orang-perorangan, misalnya suatu badan organisasi, 

lembaga. Pihak korban adalah impersonal, komersial kolektif (victimasi 

sekunder), adalah keterlibatan umum, keserasian sosial dan pelaksanaan 

perintah, misalnya pada pelanggaran peraturan dan ketentuan negara 

(victimisasi tersier).
27

  

 

 

Pengertian korban dalam hal ini bukan hanya untuk manusia atau orang-

perorangan tetapi juga berlaku bagi badan hukum atau badan usaha, kelompok 

organisasi. Perluasan pengertian subyek hukum tersebut karena pembuat korban 

dan yang menjadi korban selalu manusia, maupun secara teoritis badan hukum 

atau badan lain yang bukan perorangan secara fisik dapat juga menjadi korban 

atau pembuat korban tetapi pada hakekatnya yang menjadi korban adalah para 

pendukung, penganut badan atau organisasi tersebut yang merasa tersinggung 

haknya.  

 

                                                 
25

 Kamus Besar Bahas Indonesia, 1996, hlm. 525 
26

 Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta. 2004, hlm. 41 
27

 Ibid., hlm. 79 



 29 

Suatu negara dan masyarakat mempunyai paling banyak kekuasaan dan bertugas 

untuk membaginya lebih adil. Sejarah telah menunjukan bahwa kerap kali 

menyalahgunakan kekuasaan lebih banyak lagi dari pada masyarakat, tetapi kerap 

kali dapat dikatakan juga masyarakat sendirilah yang salah dalam hal ini, karena 

bersikap memberikan kesempatan atau membiarkan negara menyalahgunakan 

kekuasaan karena keadaan tertentu (takut, segan, malas). Peningkatan korban 

kejahatan terjadi karena kurang pencegahan yang dilakukan seperti penyuluhan 

dan pembiaraan penyimpangan disengaja oleh masyarakat.  

 

Pelaku kejahatan adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau 

melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak 

pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya 

kepentingan umum. Artinya pelaku tindak pidana diancam dengan sanksi atau 

hukuman sebagaimana diatur dalam undang-undang.
28

 

 

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut misdrijven yang berarti suatu perbuatan 

yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada 

perbuatan melanggar hukum. kejahatan adalah merupakan bagian dari perbuatan 

melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran atau tindak 

pidana.
29

  

 

Menurut J.E Sahetapy, kejahatan adalah tidak lain dan tidak bukan hanyalah 

penamaan belaka yang diberikan oleh pemerintah selaku pihak yang berkuasa 

yang dalam pelaksanaannya dibebankan kepada pundak hakim untuk memberikan 
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penilaian dan pertimbangan, apakah suatu persoalan yang diajukan kepadanya 

adalah perbuatan pidana atau bukan.
30

 

 

Pengertian kejahatan menurut Bambang Poernomo mengatakan bahwa kejahatan 

adalah perilaku yang merugikan atau sosial injuri atau perilaku yang bertentangan 

dengan ikatan-ikatan sosial (anti sosial) atau perilaku yang tidak sesuai dengan 

pedoman masyarakat, sehingga mengganggu ketertiban umum dan kepentingan 

masyarakat. 
31

 

 

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa kejahatan itu sebagai suatu 

gejala sosial yang akan berkembang sesuai dengan perkembangan dinamika 

masyarakat, bisa saja suatu perbuatan dikatakan kejahatan. Dapatlah diketahui 

bahwa terdapat berbagai bentuk kejahatan, salah satu bentuk kejahatan tersebut 

adalah kejahatan perkosaan. Kejahatan perkosaan dalam buku kedua KUHP 

termasuk dalam bab yang mengatur tentang kejahatan kesusilaan. Kejahatan 

perkosaan dikatakan sebagai kejahatan kesusilaan sebab yang menjadi sasarannya 

rasa kesusilaan seseorang dan tidak sesuai dengan norma-norma kesusilaan dalam 

masyarakat.  
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

Metode penelitian ini terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan 

narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data, 

sebagai berikut:  

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yurdis 

normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif 

dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau 

bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris 

dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan 

dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.
32

 

 

B. Sumber dan Jenis Data  

 

1. Sumber Data 

Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari: 

a. Data Lapangan  

Data lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi 

penelitian dengan kegiatan wawancara kepada narasumber penelitian. 
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b. Data Kepustakaan  

Data kepustkaan adalah data yang diperoleh dari kegiatan serangkaian 

kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta 

melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

2. Jenis Data 

jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder,
33

 yaitu sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber 

untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber 

hukum yang berhubungan dengan penelitian, terdiri dari: 

1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari:  

(a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana.  

(c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

(d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 

Republik Indonesia.  
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(e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban 

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana 

2) Bahan Hukum sekunder, adalah bahan hukum yang mendukung bahan 

hukum primer yaitu produk hukum berupa Putusan Pengadilan Tinggi 

Tanjung Karang Nomor: 59/Pid./2015/PT TJK 

3) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

seperti berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-

dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

 

 

C. Penentuan Narasumber 

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang    : 1 orang  

2.  Penyidik Unit PPA Kepolisian Daerah Lampung    : 1 orang  

3.  Staff Kantor Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial  

     Provinsi Lampung       : 1 orang  

 

4.  Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila  : 1 orang+ 

Jumlah         : 4 orang 
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

 

1. Prosedur Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 

a. Studi pustaka (library research) 

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan 

mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.  

b. Studi lapangan (field research) 

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden sebagai 

usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam 

penelitian. 

 

2. Prosedur Pengolahan Data  

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah 

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang 

dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut: 

a. Seleksi data 

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data 

selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.  

b. Klasifikasi data 

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang 

telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan 

dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.  
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c. Penyusunan data 

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan 

dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan 

sehingga mempermudah interpretasi data.  

 

E. Analisis Data 

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. 

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara 

sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode 

induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan 

yang bersifat umum.
34
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V. PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan  

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan 

berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah dengan memberikan 

perlindungan hukum, perlindungan medis dan perlindungan psikologis. 

Perlindungan secara medis dilakukan untuk memulihkan kondisi fisik anak 

yang mungkin mengalami kerugian fisik (luka-luka, memar, lecet dan 

sebagainya) sebagai akibat dari pencabulan yang dialaminya. Perlindungan 

medis ini diberikan sampai anak korban tindak pidana pencabulan tersebut 

benar-benar sembuh secara fisik. Perlindungan psikologis diberikan dengan 

melakukan pendampingan kepada anak korban tindak pidana pencabulan, 

yaitu dengan melaksanakan terapi kejiwaan atas trauma yang mereka alami 

akibat pencabulan untuk mengantisipasi dampak jangka panjang bagi 

stabilnya perkembangan jiwa anak korban tindak pidana pencabulan.  

 

1. Faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban 

tindak pidana pencabulan faktor aparat penegak hukum, yaitu masih belum 

optimalnya kuantitas penyidik dan minimnya sosialisasi Undang-Undang 

Perlindungan Anak. Faktor masyarakat sebagai faktor yang dominan, yaitu 
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adanya keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penegakan 

hukum serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perlindungan 

hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan. Faktor budaya, yaitu 

adanya budaya individualisme dalam kehidupan masyarakat, sehingga mereka 

bersikap acuh tidak acuh dan tidak memperdulikan adanya tindak pidana 

pencabulan terhadap anak. 

 

B. Saran  

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Agar perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perkosaaan 

dioptimalkan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait dengan 

memberikan perlindungan secara medis dan secara psikologis terhadap anak 

korban kejahatan perkosaaan, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara 

baik dalam rangka menyongsong masa depannya. 

2. Hendkanya pada masa mendatang pidana yang dijatuhkan secara maksimal 

sesuai ancaman dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam rangka 

memberikan efek jera dan meminimalisasi terjadinya kejahatan pencabulan 

terhadap anak. 
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